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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana  

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan 

teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan 

petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau 

tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau 

tidak.
1
 

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban 

pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi 

syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena 

perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana 

atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa 

kesengajaan atau kealpaan.
2
 

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana 

adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum 

yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat 

undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.  

                                                           
1
 I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana), 

Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, 2011 hlm 32 
2
 Ibid hlm 33 
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Konsep Rancangan KUHP Baru tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan 

definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban  pidana  

ialah  diteruskannya  celaan  yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara 

subjektif kepada seseorang  yang  memenuhi  syarat  untuk  dapat  dijatuhi  pidana 

karena perbuatannya itu.
3
 

Konsep pertanggungjawaban pidana adalah tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu 

baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap 

orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. 

Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban 

pidana lahir dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang objektif terhadap 

perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara 

subjektif kepada pembuat tindak  pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat 

dikenai pidana karena perbuatannya.
4
 

Menurut Pompe istilah pertanggungjawaban pidana terdapat padanan katanya, 

yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar. Orangnya yang  

aansprakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya, 

tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain 

memakai istilah toerekeningsvatbaar. Pompee keberatan atas pemakaian istilah 

yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang toerekeningsvatbaar. 

Kebijakan  menetapkan  suatu  sistem  pertanggungjawaban pidana   sebagai  

salah  satu  kebijakan  kriminal  merupakan  persoalan pemilihan  dari   berbagai 

alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem 

pertanggungjawaban  pidana  tidak  dapat  dilepaskan dari berbagai pertimbangan  

                                                           
3
 Ibid hlm 35 

4
 Ibid hlm 37 
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yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan 

masyarakat.
5
 

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Keterangan-keterangan Alf Ross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh 

menegaskan tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara 

kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang 

disyaratkan.
6
 

Perbedaan mendasar dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana : 

“dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat 

dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan.” 

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu :
7
 

1. Perbuatan 

2. melawan hukum 

3. dilakukan dengan kesalahan (asas kesalahan : kesengajaan (dolus) & kealpaan 

(culpa)) 

4. patut dipidana 

pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan 

adalah : 

1. Mampu bertanggung jawab 

2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan 

3. Tidak adanya alasan pemaaf 

 

 

                                                           
5
 Moeljatno, dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana”, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 

1984 hlm 54 
6
 Ibid hlm 47 

7
 Ibid hlm 48 
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Ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu: 
8
  

1. Kaum indeterminis (penganut indeterminisme), yang pada dasarnya 

berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan 

sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka 

tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, 

sehingga tidak ada pemidanaan. 

2. Kaum determinis (penganut determinisme) mengatakan, bahwa manusia tidak 

mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh 

watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama 

lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari 

luar yang mengakibatkan watak tersebut. ini berarti bahwa seseorang tidak 

dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia 

tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya 

kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana 

tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
9
 

1. Kemampuan bertanggung jawab 

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab 

harus ada: 

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal) 

                                                           
8
 Ibid hlm 51 

9
 I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana), 

Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, 2011 hlm 68 
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b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik 

dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak) 

2. Kesengajaan (dolus) & Kealpaan (culpa) 

a. Kesengajaan (dolus) Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian 

“sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. 

1) Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-

unsur delik dalam rumusan undang-undang.  

2) Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin 

dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, 

mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat.  

Menurut ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :
10

 

1) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), Dalam VOS, definisi sengaja 

sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. 

Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat 

perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah 

mengetahui perbuatannya. 

2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, 

sebelumnya harus dilakuakan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran 

juga. 

 

                                                           
10

 Ibid hlm 70 
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b. Kealpaan (culpa) 

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar 

larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, 

teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa 

kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan 

sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. 

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu 

mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana 

diharuskan oeh hokum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana 

diharuskan oleh hukum. 

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat 

dibedakan atas dua yaitu : 

1) Kealpaan yang disadari (bewuste schuld) Kealpaan yang disadari terjadi 

apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan 

timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah 

berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu. 

2) Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) Kealpaan yang tidak disadari 

terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan 

kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi 

seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu 

akibat tersebut.  
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Adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang 

terdiri dari : 

1. Kealpaan berat (culpa lata) Kealpaan berta dalam bahasa belanda disebut 

dengan merlijke schuld atau grove schuld, para ahli menyatakan bahwa 

kealpaan berta ini tersimpul dalam ”kejahatan karena kealpaan”, seperti dalam 

Pasal : 188, 359, 360 KUHP. 

2. Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai lichte schuld, para ahli 

tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya 

yang ringan, melainkan dapat terlihat didalam hal pelanggaran Buku III KUHP. 

C. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan 

Pemalsuan dalam surat-surat (valschheid in geschrift). Demikianlah judul title XII 

buku II KUHP. Maka KUHP berturut-turut memuat empat title, semua tentang 

kejahatan terhadap kekuasaan umum. Jadi jelaslah bahwa pemalsuan dalam surat-

suart dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan 

keseluruhannya, yaitu kepercyaan masyarakat kepada isi durat-surat daripada 

bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara 

langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.
11

 

Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana 
12

: 

a. suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak sesuatu perjanjian utang 

atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian. 

                                                           
11

 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, 
Cetakan Certama, Jakarta: Sinar Grafika 2010 hlm 52 
12

 Ibid hlm 53 
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b. Membikin surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau 

memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu). 

c. Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain. 

d. Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian. 

Pasal 263 

1. barang siapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 

menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat membebaskan 

daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan 

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-

olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat 

mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan 

penjara selama-lamnya enam tahun. 

2. Dipidana dengan pidana penjara semacam itu juga, barang siapa dengan 

sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu 

asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan 

kerugian. 

Pasal 264. 

1. yang bersalah melakukan pemalsuan surat, dihukum dengan hukuman penjara 

selama-lamanya 8 tahun apabila perbuatan itu dilakukan : 

a. pada akta-akta otentik 

b. Pada surat-surat utang atau sertifikat utang yang dikeluarkan suatu Negara 

atau bagiannya atau oleh suatu lembaga umum. 
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c. Pada saham-saham atau utang-utang atau sertifikat sero atau sertifikat 

utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. 

d. Pada segi saham, surat pembuktian untung sero dan bunga yang menjadi 

bagian dari surat-surat tersebut dalam kedua nomor termaksud diatas atau 

pada surat-surat bukti atau sebagai pengganti surat-surat itu. 

e. Pada surat-surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan. 

Pemalsuan surat ada dua macam yakni 
13

: 

1. Yang disebut pemalsuan materiil disini surat ini didalam ujudnya sama sekali 

palsu, sejak dari mulanya. 

2. Yang disebut pemalsuan intelektuil disini suratnya sendiri tidak palsu dan ia 

dibuat sebagai mana mestinya akan tetapi isinya yang palsu. 

D.  Pengertian Informed Consent 

Definisi informed consent adalah suatu pernyataan sepihak dari orang yang berhak 

(yaitu pasien, keluarga atau walinya) yang isinya berupa izin atau persetujuan 

kepada dokter untuk melakukan tindakan medik sesudah orang yang berhak 

tersebut diberi informasi secukupnya.
14

 

Informed Consent teridiri dari dua kata yaitu “informed” yang berarti informasi 

atau keterangan dan “consent” yang berarti persetujuan atau memberi izin. jadi 

pengertian Informed Consent adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah 

mendapat informasi. Dengan demikian Informed Consent dapat di definisikan 

sebagai pernyataan pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa 
                                                           
13

 Ibid hlm 54 
14

 Irfan, Muhammad, Aspek Hukum Sengketa Medis, Jakarta: Raja Grafindo 2010 hlm 24 
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persetujuan atas rencana tindakan kedokteran yang diajukan oleh dokter setelah 

menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau 

penolakan. Persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh Dokter harus 

dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan. 

Istilah Bahasa Indonesia Informed Consent diterjemahkan sebagai persetujuan 

tindakan medik yang terdiri dari dua suku kata Bahasa Inggris yaitu Inform yang 

bermakna Informasi dan consent berarti persetujuan. Sehingga secara umum 

Informed Consent dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh 

seorang pasien kepada dokter atas suatu tindakan medik yang akan dilakukan, 

setelah mendapatkan informasi yang jelas akan tindakan tersebut. 

Informed Consent menurut Permenkes No.585/Menkes/Per/ IX/1989, Persetujuan 

Tindakan Medik adalah Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya 

atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap 

pasien tersebut. 

Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 

serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. maka Informed 

Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau 

keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai 

tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.
15

 

Berdasarkan hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis 

(dokter, dan pasien) bertindak sebagai subyek hukum yakni orang yang 

mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan jasa tindakan medis sebagai obyek 

                                                           
15

 M Jusuf Hanafiah, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, Edisi Keempat, Jakarta : EGC,2009 
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hukum yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek 

hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur 

oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak.
16

 

Persoalan informed consent dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, 

disamping terikat oleh kodeki (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga 

tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata, hukum 

pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan. 

E. Pengertian Dokter dan Pasien 

Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan  kedokteran atau 

kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuaan kompetensi yang 

di peroleh  melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat 

melayani masyarakat. 

Dokter berasal dari bahasa Latin yang berarti "guru" adalah seseorang yang 

karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak 

semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi 

dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai 

gelar dalam bidang kedokteran. 

Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama 

pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatanyang 

dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi,golongan usia, dan jenis 

kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, 

bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional 

                                                           
16

 Ibid hlm 28 
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kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan 

efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika, dan 

moral.  

Tugas seorang “dokter” adalah meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Melakukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosa penyakit pasien 

secara cepat dan memberikan terapi secara cepat dan tepat. 

b. Memberikan terapi untuk kesembuhan penyakit pasien. 

c. Memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada pasien pada saat sehat 

dan sakit. 

d. Menangani penyakit akut dan kronik. 

e. Menyelenggarakan rekam medis yang memenuhi standar. 

f. Melakukan tindakan tahap awal kasus berat agar siap dikirim ke RS. 

g. Tetap bertanggung-jawab atas pasien yang dirujukan ke Dokter Spesialis atau 

dirawat di RS dan memantau pasien yang telah dirujuk atau di konsultasikan. 

h. Bertindak sebagai mitra, penasihat dan konsultan bagi pasiennya. 

i. Memberikan nasihat untuk perawatan dan pemeliharaan sebagai pencegahan 

sakit. 

j. Seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, pengobatan pasien sekarang 

harus komprehensif, mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

Dokter berhak dan juga berkewajiban melakukan tindakan tersebut untuk 
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kesehatan pasien. Tindakan promotif misalnya memberikan ceramah, preventif 

misalnya melakukan vaksinasi, kuratif memberikan obat/ tindakan operasi, 

rehabilitatif misalnya rehabilitasi medis. 

k. Membina keluarga pasien untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan taraf 

kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi.  

l. Mawas diri dan mengembangkan diri/ belajar sepanjang hayat dan melakukan 

penelitian untuk mengembangkan ilmu kedokteran. 

m. Tugas dan hak eksklusif dokter untuk memberikan Surat Keterangan Sakit dan 

Surat Keterangan Berbadan Sehat setelah melakukan pemeriksaan pada pasien. 

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi  masalah kesehatan  untuk 

memperoleh pelayanan  kesehatan yang di perlukan secara langsung maupun tidak 

langsung  kepada dokter atau dokter gigi, pasien juga merupakan seseorang yang 

menerima prawatan medis. 

Pasien adalah orang sakit yang dirawat oleh seorang dokter. Jadi pasien adalah 

seseorang yang kondisi badannya tidak pada semestinya atau kurang baik dimana 

orang tersebut dirawat oleh seorang dokter. 

Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis, seringkali pasien 

menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk 

memulihkannya. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient 

dari bahasa Inggris. Patient diturunkan dari bahasa latin yaitu patiens yang 

memiliki kesamaan arti dengan kata pati yang artinya menderita. 
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F. Pengertian Malpraktik 

Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu 

berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan 

“praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga malpraktek 

berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Meskipun arti harfiahnya 

demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan 

adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi. 

Malpraktik dapat di artikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter untuk 

mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan  yang lazim di 

pergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di 

lingkungan yang sama. 

Pengertian dari malpraktek kedokteran adalah sebuah proses yang melibatkan 

kesalahan prosedur penanganan seorang pasien yang dilakukan oleh dokter. 

Kesalahan yang dimaksud diantaranya adalah kesalahan pada diagnosa, kesalahan 

pemberian obat, kesalahan pemberian terapi atau kesalahan penanganan pasien 

oleh dokter. Dalam semua kasus malpraktek kedokteran, pasien tentu adalah pihak 

yang dirugikan. Kerugian yang ditanggung tidak hanya secara materil, namun 

lebih dari itu bisa saja berupa kerugian secara kejiwaan dan mental pasien beserta 

keluarga. 

Definisi malpraktek dalam dunia kedokteran adalah kelalaian profesional karena 

tindakan atau kealpaan oleh pihak penyedia jasa kesehatan, sehingga perawatan 

yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur standar medis (SOP) sehingga 

mengakibatkan kondisi medis yang memburuk, atau kematian seorang pasien. 
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Definisi malpraktek di Indonesia adalah dokter gagal merawat pasien sehingga 

pasien meninggal dunia. Sepertinya asumsinya adalah kalau SOP medis 

dijalankan, seorang pasien tidak mungkin meninggal dunia. 

Malpraktek juga merupakan tindakan profesional yang tidak benar atau kegagalan 

untuk menerapkan keterampilan profesional yang tepat oleh profesional kesehatan 

seperti dokter, ahli terapi fisik, atau rumah sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


